
BUPATI BONE 
PROVINS! SULAWESI SELA'fAN 

PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR � TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK 

DENGANRAHMAT TUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI BONE, 

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan 
publik secara 'berkelanjutan, diperlukan 
pengelolaan pelayanan publik terpadu dan 
terintegrasi seluruh jenis pelayanan pada satu 
tern pat; 

h. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayarian 

publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan 
nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian 
pelayanan pu blik pada Mal Pelayanan Pu blik; 

c. bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 26 Tahun 
2022 per1u disesuaikan dengan dinamika 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
.dimaksud .dalam huruf a, huruf b dan huruf c 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 26 

Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor l-8.22),; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 
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tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801 ) ;  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antar:a Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 21.5,, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  
Tarribahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 1.8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 187,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221 ) ;  

9. Peraturan Presiden Nomor .8.9 Tahun 20.21 

tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 222); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birckrasi Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1387); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 1  

Tahun 2014 tentang Pelayanan Pub1ik (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 1 1 ) ;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lemharan Daerah Kabupaten Bone Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bone .N omor 3); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 
TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK 

Pasal I 
Ke.tentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 26 Tahun 

2022 tentang Mal Pelayanan Publik diubah sehingga berbunyi sebagai 
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berikut: 
Pasal 7 

Penyelenggaraaan Mal Pelayanan Publik melibatkan institusi 
penye1enggara negara, korporasi, 1embaga independen yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 
badan hukum lain yang dibentuk semata-rnata untuk kegiatan 
pelayanan pu blik. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Watampone 
pada tanggal � J�rwad 2023 

BUPATI BONE,f 
• 

6vA:. FAHSAR M. PADJ�LANGI 

Diundangkan di Watampone 
pada tanggal J- J�n�r( 2023 

SEK TARIS DAERAH KABUPATEN BONE, 

� AjDI �LAMUDDIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR � 
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